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ABSTRAK

E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN ONE STOP SERVICE
SECARA ONLINE PADA PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAH
DAERAH : SCOPING REVIEW

Oleh

BELLA MEIKA LESTARI

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dan
dikembangkan oleh pemerintah dalam bentuk E-government sebagai upaya
meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
akan tetapi kesenjangan pengguna internet disetiap daerah dan penyedia akses
jaringan internet yang kurang memadai menimbulkan lambatnya proses realisasi
penerapan E-goverment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan
evidence yang sudah tersedia terkait penerapan E-government dalam pelaksanaan
One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah
melalui scoping review. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang
terdiri dari lima tahapan, yaitu: mengidentifikasi pertanyaan review; mencari studi
yang relevan; menyeleksi studi yang relevan; memetakan data; mendiskusikan,
menyimpulkan dan melaporkan hasil review. Menampilkan alur pencarian studi
penelitian menggunakan PRISMA flowchart.

Hasil dari review ini menunjukan bahwa terdapat 22 artikel yang didapatkan dari
proses seleksi studi. Review ini memunculkan 4 tema yaitu penerapan E-
government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan
perizinan di pemerintah daerah; hambatan — hambatan penerapan E-government
dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan;
sistem pelayanan perizinan; strategi yang dapat meningkatkan penerapan E-
government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan
perizinan. penerapan E-government dalam pelaksanaan One Stop Service secara
online pada pelayanan perizinan di pemerintah daerah belum bisa berjalan secara
maksimal terutama di daerah tertinggal yang berada di pedalaman dan perbatasan,
hal tersebut diakibatkan karena berbagai permasalahan akses jaringan internet,
infrastrukur, SDM, pelaksanaan sosialisasi belum merata dan disparitas kecakapan
digital masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk meningkatkan
penerapan E-governmet dalam pelaksanaan OSS di pemerintah daerah.

Kata Kunci: E-government, Perizinan Online, Scoping Review



ABSTRACT

E-GOVERNMENT IN ONLINE ONE STOP SERVICE IMPLEMENTATION ON
LICENSING SERVICES IN LOCAL GOVERNMENTS : SCOPING REVIEW

By

BELLA MEIKA LESTARI

The utilization of information technology and communication applied and
developed by the government in the form of E-government as an effort to improve
service quality, in line with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning
Electronically Integrated Business Licensing Services, but the gap between internet
users in each region and internet network access providers Inadequate inadequacy
results in the slow process of realizing the implementation of E-government. The
purpose of this study is to map the available evidence related to the implementation
of E-government in the implementation of One Stop Service online in licensing
services in local governments through scoping reviews. This study uses a scoping
review method which consists of five stages, namely: identifying review questions;
seek relevant studies; selecting relevant studies; map data; discuss, conclude and
report the results of the review. Displays the research study search flow using the
PRISMA flowchart.

The results of this review show that there are 22 articles obtained from the study
selection process. This review raises 4 themes, namely the implementation of E-
government in the implementation of One Stop Service online for licensing services
in local governments; barriers to the implementation of E-government in the
implementation of One Stop Service online in licensing services; licensing service
system; strategies that can improve the implementation of E-government in the
implementation of One Stop Service online in licensing services. the
implementation of E-government in the implementation of One Stop Service online
in licensing services in local governments has not been able to run optimally,
especially in disadvantaged areas in the interior and borders, this is due to various
problems with internet network access, infrastructure, human resources, the
implementation of socialization has not equitable distribution and disparity of
people's digital skills. For this reason, innovative efforts are needed to improve the
application of E-governmet in the implementation of OSS in local governments.

Keywords: E-government, Online Licensing, Scoping Review
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikatnya, dalam kehidupan bernegara seluruh aktivitas masyarakat tidak
terlepas dari pelayanan publik. Pelayanan publik dapat berupa barang maupun
jasa untuk mencukupi kebutuhan dan memecahkan permasalahan di
masyarakat. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah
satu tugas penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional kepada
masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian pelayanan publik menurut
Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, atau administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai sarana memenuhi kebutuhan dasar
dan hak-hak masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun sebagian besar pada
penyelenggarannya masih ada permasalahan-permasalahan yang membuat
rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini terlihat dari masih
banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung
maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit- belit, tidak ada
kepastian jangka waktu penyelesaian, sikap kurang responsif, kurang
informatif dalam memberikan informasi, inefisien dan lain-lain. Sehingga dari
permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih
melekat dan menimbulkan minimnya rasa kepercayaan masyarakat pada

pengelolaan pelayanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan



upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara
berkesinambungan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (Pratama,
2015).

Proses evaluasi dalam rangka memperbaiki pelayanan publik terhadap
masyarakat penting untuk dilakukan agar keluhan-keluhan yang ada dapat
diatasi. Berbagai keluhan secara nasional telah ditampung dan ditindaklanjuti
oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI
telah menerima laporan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik sebanyak 7.204 laporan dan jumlah konsultasi non-laporan
dari masyarakat kepada Ombudsman meningkat hingga 99,2% dibanding
tahun sebelumnya. Data laporan berdasarkan substansi dugaan
maladministrasi terhadap instansi-instansi pemerintah, dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 1. Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi

Kategori Pengaduan Terbanyak Tahun 2020

No Kategori Maladministrasi %
1 Penundaan Berlarut 31,57%
2 Penyimpangan Prosedur 24,77%
3 Tidak Memberikan Layanan 24,39%
4 Tidak Patut 7,35%
5 Tidak Kompeten 4,01%
6 Penyalahgunaan Wewenang 3,66%
. Permintaan Imbalan Uang, Barang dan 2,750
Jasa

8 Diskrimininasi 1,29%
9 Konflik Kepentingan 0,17%
10 Berpihak 0,14%

(Sumber: Laporan Tahunan Ombusman Rl Tahun 2020)



Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat mengeluhkan
penundaan yang berlarut oleh instansi-instansi pemerintah yaitu, sebanyak
31,57%. Selain itu terdapat hal-hal lain yang menjadi keluhan masyarakat.
Secara berurutan kategori maladministrasi terbanyak setelah penundaan
berlarut yaitu, seperti penyimpangan prosedur 24,77% dan tidak memberikan
layanan 24,39%. Banyaknya laporan pengaduan yang masuk merupakan
tantangan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk selalu memperbaiki
pelayanan yang diberikan.

Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era
saat ini. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik telah
menjadi isu aktual dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah sebagai pihak
penyelenggara atau penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan yang
lebih maksimal agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara mudabh,
murah, cepat dan ramah sesuai dengan ukuran kepuasan publik yang
dikehendaki. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publiknya dengan
menggunakan  kreativitas untuk membuat inovasi dalam rangka

mensejahterakan masyarakatnya (Mouw, 2013).

Realisasi perbaikan pelayanan publik salah satunya diwujudkan oleh
pemerintah dalam bentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu
ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sistem Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (One Stop Service) memiliki dua media yaitu pelayanan terpadu

fisik dan pelayanan terpadu virtual/ online.

Pelayanan terpadu secara online merupakan perpaduan pelayanan yang
dilakukan secara elektronik. Penjelasan dari Perpres Nomor 97 Tahun 2014
pasal 14 pelayanan secara elektronik yaitu, sistem pelayanan yang dilakukan
dari berbagai unit kerja terkait yang berlokasi di berbagai tempat dimana

keseluruhannya terhubung melalui sistem teknologi informasi.



Merespon pada perbaikan pelayanan berbasis elektronik melahirkan model
pelayanan terpadu satu pintu melalui E-government. Pemerintah telah
mengembangkan E-government dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 03
Tahun 2003. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informasi tentang Pengembangan E-government yang mempengaruhi
pemerintah pusat maupun daerah untuk mengadopsi E-government kedalam

organisasinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memfasilitasi terwujudnya pelayanan
perizinan berbasis elektronik melalui aplikasi dan website yang bertujuan
untuk menyelenggarakan perizinan dan non-perizinan yang proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan
dilakukan secara terpadu dengan menganut prinsip-prinsip transparasi,
akuntabilitas, efisiensi dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan
prosedur. Melalui peraturan ini pemerintah daerah berkewajiban

menyelenggarakan PTSP daerah pada pelayanan perizinan secara elektronik

Penggunaan sistem Electronic government dapat mempermudah proses
pelayanan terpadu. Permasalahan-permasalahan seperti tidak transaparannya
pelayanan, terjadinya miss comunication, masyarakat yang menunggu lama
dan tidak sistematisnya pelayanan diberikan diharapkan dapat teratasi dengan

penerapan E-government.

Penyelengaraan E-government salah satunya melalui pengembangan dan
pemanfaataan situs web E-government, berdasarkan data yang diperoleh dari
situs www.kemendagri.go.id , dipublikasikan pada 2018 bahwa dari 548
pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kotamadya maupun kabupaten se-
Indonesia terdapat 483 (88%) situs web pemerintah daerah aktif, 60 (11%)
tidak ada situs resmi, 5 (1%) situs web offline. Jika dilihat dari kuantitasnya

perkembangan situs web pemerintah meningkat pesat, namun dari kualitasnya



belum terlalu baik, tidak semua situs web pemerintah menyediakan fasilitas
pelayanan publik yang berstandar, lebih banyak situs web dibuat hanya semata-
mata untuk memenuhi persyaratan tuntutan keterbukaan informasi publik tanpa
adanya perubahan manajemen kerja pemerintahan yang berbasis elektronik.
Serta menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Teknologi,
Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia pada tahun 2017 berada
diangka 4,99 dari skala 1-10. Meskipun ada peningkatan dari tahun
sebelumnya namun masih belum mencapai skala 5 dari 10 yang artinya
indonesia masih jauh dari angka 10 dalam hal ini dapat disimpulkan Indeks
Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Indonesia masih jauh
dari kata memuaskan dimana hal ini menjadi salah satu penghambat
pelaksanaan E-government karena mengingat dalam penyelenggaraan E-
government dibutuhkan pembangunan TIK yang memadai (Mahendra, 2020).

Terlebih lagi penggunaan teknologi informasi di Indonesia yang belum merata
terutama pada pengguna internet yang didominasi penduduk Pulau Jawa dapat

dilihat dari gambar 1 berikut.
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Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2020 (Dalam
databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) periode 2019-kuartal 11/2020 mencatat jumlah pengguna internet di
Indonesia mecapai 196,7 Juta jiwa dimana jumlah penguna internet paling
banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yaitu 35,1 Juta jiwa. Posisi kedua
disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 26,5 Juta Jiwa. Lalu, posisi ketiga

Provinsi Jawa Timur dengan 23,4 Juta jiwa sedangkan provinsi terendah ialah

40 Juta

20 Juta



Provinsi Kalimantan Utara dengan 591,2 Ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut
menunjukan adanya kesenjangan penggunaan internet di Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 12,9% sehingga menyebabkan
kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi hanya terfokus
pada daerah tertentu dan menyebabkan belum meratanya pemahaman
masyarakat mengenai pemanfataan teknologi E-government pada bidang one

stop service.

Pada lingkup global pelaksanaan E-government di Indonesia masih dibawah
Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam dan Thailand, Berikut ini merupakan
World E-government Development Ranking yang dikeluarkan oleh lembaga
PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2010-2020.

Tabel 2. World E-government Development Ranking — United Nations

Kenaikan
Rata- atau
201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | Rata | Penuruna
Negara 0 2 4 6 8 0 Peringka n
t 2010- Peringkat
2020 2010 —
2020
Singapura | 11 10 3 4 7 11 8 (3-11) 0
Malaysia | 32 | 40 | 52 | 60 | 48 | 47 47683;2' 15
Brunei
Darusala | 68 | 54 | 56 | 83 | 59 | 60 63&5)4- 8
m
Thailand | 76 | 92 | 102 | 77 | 73 | 57 820(2)7 - +19
Filipina | 87 | 88 | 95 | 71 | 75 | 77 82927)7' +10
Vietnam | 90 | 83 | 99 | 89 | 88 | 86 89983' +4
Indonesia | 109 | 97 | 106 | 114 | 107 | 88 10131538' +21
Kamboja | 140 | 155 | 139 | 158 | 145 | 124 14‘;;81)24' +16
Timur 155 (134-
Lo | 162 | 170 | 161 | 160 | 142 | 134 | 210 +28
Laos | 151 | 153 | 152 | 148 | 162 | 167 15?7(51)4 1- 16
Myanmar | 141 | 160 | 175 | 169 | 157 | 146 15?6(%)48' 5




Sumber : United Nations, 2010, United Nations, 2012, United Nations, 2014,
United Nations, 2016, United Nations, 2018, United Nations, 2020 (Diolah
oleh peneliti 2021).

Dari tabel 2. dapat dilihat bahwa Indonesia berada di urutan ke tujuh di antara
11 negara-negara Asia Tenggara. Sejak tahun 2003, Indonesia mengalami
kenaikan dan penurunan peringkat, dan di tahun 2020 Indonesia berhasil
berada di posisi 88 pada rangking E-government Development dari 193 negara
anggota PBB. Jika dilihat lebih jauh, kecepatan adopsi E-government
bervariasi antara negara dan negara lain dimana negara berkembang termasuk
Indonesia tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara maju. Berdasarkan
kesiapan E-government, Indonesia berada di peringkat yang jauh di bawah
Vietnam, Filipina, Thailand, Brunei Darusalam apalagi Malaysia dan
Singapura. Hal ini menunjukan bahwa pemanfataan E-govenment pada
institusi  pemerintahan dirasa belum maksimal. Lebih lanjut melalui
kompas.com disebutkan bahwa menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan
Informasi Publik Kementrian PAN-RB Herman Suryatman, penerapan E-
government di Indonesia dirasa belum maksimal dikarenakan memiliki
berbagai permasalahan seperti kurangnya SDM yang berkompeten terutama
dibidang teknik informatika, anggaran yang kurang memadai, tidak adanya
standarisasi infrastruktur dan belum terintegrasinya data antar instansi
sehingga mempersulit penerapan E-government, serta minimnya tingkat
keamanan informasi dalam penerapan E-government sehingga sangat rawan
diretas saat menerapkan E-govenment. Hal ini tentu akan menjadi pekerjaan
rumah bagi Pemerintah Pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan dan
mengembangkan sistem E-government yang terarah dan terealisasi dengan
baik agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui

one stop service.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jabarkan di atas, dapat di simpulkan
bahwa one stop service sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan pelayanan
publik di Indonesia yang salah satunya diadopsi dalam pelayanan perizinan

pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. One Stop Service pada pelaksanaannya



menggunakan sistem Electronic government yang dapat mempermudah proses
pelayanan terpadu yang efektif dan efesien serta agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Permasalahan-permasalahan  seperti  tidak transaparannya pelayanan,
terjadinya miss comunication, masyarakat yang menunggu lama dan tidak
sistematisnya pelayanan diberikan diharapkan dapat teratasi dengan penerapan
E-government. Berkaitan dengan hal ini beberapa penelitian menunjukan
pelaksanaan E-government masih mengalami permasalahan seperti dalam
penelitian Rahmat Musfikar (2018) masih banyak kendala-kendala yang harus
dihadapi pemerintah dalam penerapan E-government. Pada aspek teknologi
koneksi internet yang lambat, sarana dan prasarana yang kurang memadai
untuk menerapakan E-government di wilayah tertentu, budaya masyarakat
yang biasanya menggunakan manual, sehingga susah untuk merubah kebiasaan
dimasyarakat beralih ke digitalisasi, serta aspek ekonomi tingginya biaya
pengembangan perangkat lunak dan lisensinya, insfrastruktur dan pelatihan

terhadap pegawai dibagian layanan IT.

Penelitian lainnya, Kartika Setianingrum, H.I Nyoman Sumaryadi & Ella
Wargadinata (2020) tentang Penerapan E-government dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dirasa belum optimal. Tersedianya sarana sistem informasi
yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi penerapan E-
government perizinan online yang belum menyeluruh dan merata di kalangan
masyarakat dan profesi, kekurangan jumlah SDM dalam pelaksanaan E-
government perizinan online, serapan anggaran yang tersedia belum maksimal
dan infrastruktur belum maksimal baik dari segi sistem OSS maupun kesiapan
insprastruktur penunjang pelaksanaan perizinan online. Permasalahan seperti
kesenjangan pengguna internet disetiap daerah dan penyedia akses jaringan
internet yang kurang memadai menimbulkan lambatnya proses realisasi E-
goverment dalam pelaksanaan One Stop Service pada pelayanan perizinan di

Pemerintah Daerah secara merata di Indonesia.



1.2.

1.3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bukti dan sumber bukti

yang tersedia sesuai dengan topik yang dilakukan. Mencari gambaran umum

tentang bagaimana penelitian dilakukan pada topik atau area tertentu, untuk

mengidentifikasi karakteristik atau faktor utama yang terkait dengan konsep

“E-government dalam Pelaksanaan One Stop Service Secara Online pada

Pelayanan Perizinan di Pemerintah Daerah melalui Scoping Review”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimana penerapan E-goverment dalam pelaksanaan One Stop Service
secara online pada pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah?

Apa sajakah hambatan-hambatan penerapan E-goverment dalam
pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di
Pemerintah Daerah?

Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan penerapan
E-goverment dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada

pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Untuk memetakan evidence yang sudah tersedia terkait penerapan E-
government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada
pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah.

Untuk memetakan evidence yang sudah tersedia terkait apa sajakah
hambatan-hambatan penerapan E-government dalam pelaksanaan One
Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di Pemerintah

Daerah.
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3. Untuk memetakan evidence yang sudah tersedia terkait strategi apa yang
dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan penerapan E-government
dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan
perizinan di Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan peneliti dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang di dapat
selama perkuliahan dan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah dalam
bidang digitalisasi pelayanan publik pada E-goverment dalam pelaksanaan
One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di Pemerintah

Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, yaitu sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi ilmiah
terhadap E-goverment dalam pelaksanaan One Stop Service secara
online pada pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah.

b. Manfaat praktis bagi masyarakat, yaitu dapat menambah wawasan,
pengetahuan dan informasi yang tentunya berkaitan dengan penerapan
E-goverment dalam dalam pelaksanaan One Stop Service secara online
pada pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah.

c. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya
ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang
digitalisasi pelayanan publik.

d. Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penuliasan karya ilmiah
sekaligus melatih peneliti dalam mengungkapkan adanya semacam
permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan
permasalah yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik serta

untuk memenuhi skripsi sebagai syarat kelulusan.



I TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Electronic government

2.1.1 Pengertian E-government

Electronic government diperkenalkan sebagai sebuah konsep baru dalam
penyelenggaraan  birokrasi layanan  publik dengan  mengikuti
perkembangan kehidupan masyarakat berbasis informasi. Bank Dunia (The
World Bank Group) mendefinisikan E-goverment sebagai upaya
pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada
masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik
secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih
bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat
(Aminudin & Putra, 2014). Adapun menurut Keputusan Presiden Nomor
20 tahun 2006, E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi,

efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelenyenggaraan pemerintahan.

Menurut Indrajit E-government di defenisikan sebagai suatu mekanisme
interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan, dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Teknologi Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan
publik (Surdin, 2016). Sedangkan menurut Rachel Silcock Electronic
government (E-Goverment) adalah penggunaan teknologi untuk
meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah untuk memberi
manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, dan karyawan. E-government

terus mendorong untuk berinovasi dan menciptakan, mengembangkan
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mode layanan publik baru di mana semua organisasi publik dan instansi
pemerintah memberikan layanan yang modern, terintegrasi, dan tanpa batas
bagi warganya. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bukanlah
lagi searah yakni top down melainkan membangun kemitraan antara

pemerintah dan masyarakat (Lumbanraja, 2020).

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-goverment merupakan
proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu
penyelenggaraan pemerintah secara efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam layanan publik. E-government digunakan dalam
pelayanan publik dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara maksimal dalam bentuk penyampaian informasi. E-
government menjadi salah satu cara dalam pemanfaatan teknologi dan
informasi dalam menyediakan pelayanan publik secara maksimal dan lebih
baik untuk masyarakat. E-government dikembangkan dengan
dilaksanakannya penataan sistem manajemen dan Kkinerja di lingkungan
birokrasi, caranya yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi
dan informasi (Tesu, 2012).

Manfaat E-government dapat meningkatkan efisiensi di lembaga
pemerintah dan tentunya memberikan manfaat dapat meningkatkan
pelayanan publik dan membantu dalam pencapaian hasil kinerja atau
kebijakan tertentu dan dapat membangun kepercayaan masayarakat kepada
pemerintah (Aminudin & Putra, 2014). Selain itu, Ada beberapa manfaat
E-government antara lain: (1) menurunkan biaya administrasi; (2)
meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan
pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun
akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen
atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada
ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk
menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. Berbagai
manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan

kemampuan kepemerintahan secara umum (Ali, 2012). Harapannya, E-
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government dapat membuat peningkatan produktivitas serta efisiensi pada
birokrasi pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya kreatifitas serta
inovasi dari penyelenggara pelayanan publik (Juliarso, 2019).

2.1.2 Tahapan-Tahapan E-government

Layne dan Jungwoo Lee mengemukakan dalam penelitiannya bahwa ada
empat tahap E-government dan disebut dengan model stages of growth
untuk berfungsinya E-government totalitas. Keempat tahapan E-
government yakni : (1) cataloguing (katalogisasi), (2) transaction
(transaksional), (3) vertical integration (integrasi vertikal lembaga-
lembaga dalam jenjang hirarkis), (4) horizontal integration (integrasi
horizontal antar lembaga dalam satu jajaran). Lebih jauh digambarkan oleh
Karen Layne dan Jungwoo Lee mengenai dimensi dan tingkatan
pengembangan E-government yang diilustrasikan dalam Gambar 2
(Lumbanraja, 2020).



Proses Digitalisasi dan Otomatisasi

KATALOGISASI
Penyediaan dan
pengorganisasian
layanan penyediaan
informasi di laman
web berupa katalog
danform yang dapat
didownload

TRANSAKSIONAL
Masyarakat dilayani
secara online dengan

mengisi form yang
akandirespon oleh
sistem.
Masyarkat dapat
berkomunikasi secara
online dalam forum
yangdisediakan di
web (contoh :
perpanjangan dan
pembayaran SIM
secara online)

Transformasi Pelayanan Publik

INTEGRASI
VERTIKAL
Sistem terpadu
(terintegrasi) yang
diakses melalui satu
pintu yakni portal
pemerintah daerah
(local government)
atau lembaga di
tingkatdaerah yang
berisikan link
informasi dan
layanan publik dari
lembaga
pemerintahan daerah
hingga tingkat pusat
yang sifatnya sejenis
(antar lembaga
pemerintah hirarkis
yang bergerak dalam
satu bidang yang
sama).

INTEGRASI
HORIZONTAL
Sistem terpadu

(terintegrasi)
yang diakses
melalui satu pintu
yang berisikan
link informasi
dan layanan
publik lembaga-
lembaga
pemerintah yang
bergerak di
bidang yang
berbeda.
(SILOS — services
across different
functional walls)
Sistem ini seperti
fasilitas “one
stop shopping”

14

v

Terpisah

Proses Integrasi

Terintegrasi

Gambar 2. Dimensi dan Tingkatan Pengembangan E-government

menurut Karen Layne dan Jungwoo Lee (2001)
(Sumber: Lumbanraja, 2020)

2.1.3 Elemen-Elemen Penerapan E-government

Penerapan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik dapat dilakukan

secara sungguh-sungguh dan diperhatikan oleh sektor publik menurut

Indrajit dalam (Sitokdana, 2015) mengemukan ada tiga elemen sukses

penerapan E-government yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh

sungguh, yaitu : Support, Capacity dan Value.

a. Elemen Support

Adanya keinginan (intent) atau political will dari kalangan pejabat

publik dan politik untuk benar-benar

government. Maksud dengan dukungan disini adalah :

menerapkan konsep E-
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1) Disepakatinya kerangka E-government sebagai salah satu kunci
sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga
harus diberi prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain
diperlakukan;

2) Dialokasinya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga,
waktu, informasi dan lain-lain) disetiap tataran pemerintahan untuk
membangun konsep ini dengan E-government (seperti adanya
Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah yang jelas,
ditugaskannya lembaga- lembaga khusus misalnya kantor e-envoy
sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main
kerjasama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan

3) Disosialisasikannya konsep E-government secara merata,
kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan
birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui
berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. Elemen Capacity

Element Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan

dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian E-government

terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh
pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :

1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi
inisiatif E-government terutama yang berkaitan dengan sumber
daya finansial;

2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan
penerapan konsep E-government; dan

3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-government dapat
sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

c. Elemen Value
Elemen pertama dan kedua merupakan supply side (pemberi jasa dari

pihak pemerintah), sedangkan elemen ketiga (Value) merupakan aspek
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yang ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (demand side), berbagai
inisiatif E-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak
yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep
tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh
dengan adanya E-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri,
melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand
side). Untuk pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih
prioritas jenis aplikasi E-government apa saja yang harus didahulukan
pembangunannya agar benar-benar memberikan Value (manfaat) yang
secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Lebih lanjut Indrajit mengungkapkan bahwa perpaduan antara ketiga
elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat
syaraf jaringan E-government yang akan merupakan kunci sukses
utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman
memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah
pemerintah yang berusahamenerapkan konsep E-government berada di
luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka

probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.

2.1.4 Tantangan dan Hambatan E-government

Penerapan Electronic Government pasti akan menemui berbagai tantangan

dan hambatan. Menurut Ali Rokhman ada tiga tantangan dan hamatan

dalam penerapan proyek E-government antara lain: Peopleware,

Hardware dan Organoware. Tantangan dan hambatan tersebut harus

dijawab oleh penyelanggara proyek E-government guna suksesnya sebuah

proyek. Ali Rokhman (dalam Farid, 2012) menjabarkan tantangan dan

hambatan E-government sebagai berikut:

1.

Peopleware. Sumberdaya manusia yakni kemampuan para
penyelenggara proyek baik pimpinan proyek maupun staff dalam
menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti
dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan E-

government terhadap pihak luar. Operasionalisasi E-government juga
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tidak berjalan lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan
tidak ada aktivitas yang berarti.

2. Hardware, yakni berkaitan dengan teknologi dan infrastuktur.
Terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya instansi
pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal (LAN) maupun
global (Internet) menyebabkan perkembangan E-government tidak
dapat berjalan lancar.

3. Organoware. Hambatan birokrasi, seringkali instansi pemerintah
dalam mengoperasionalkan E-government menemui kendala dalam
aspek organisasi. Kendala ini ditandai dengan tidak fleksibelnya
Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) birokrasi yang dapat
mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui E-

government.

2.2 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Selanjutnya menurut Undang-Undang itu juga,
penyelenggara pelayanan adalah semua institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan menurut Kurniawan (2015) mengatakan bahwa pelayann publik
adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
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dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Ratminto
mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat
didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Warni,
2014).

Menurut Sianipar menjelaskan bahwa pelayanan publik dapat dinyatakan
sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan
aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Sedangkan menurut Widodo mengartikan pelayanan publik sebagai
pemberian layanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada orang itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan (Amaliya, 2013).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan publik
merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan layanan atau
melayani keperluan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu
sendiri berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, pelayanan tersebut
dapat berupa barang, jasa ataupun pelayanan administratif lainnya yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya
pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah
ditetapkan dapat memberikan kepuasaan kepada penerima layanan atau

masyarakat itu sendiri.
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2.2.2 Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip pelayanan publik menurut (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan

Penerapan Standar Pelayanan), antara lain adalah :

a.

Sederhana.

Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya
terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

Konsistensi

Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus
memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan
dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

Partisipatif

Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan
pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan
atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang
berkepentingan.

Berkesinambungan

Pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan
kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

Transparansi

Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh
masyarakat.

Keadilan

Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan
dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi,

jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
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Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan,
dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga
pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 kegiatan pelayanan
umum atau publik antara lain :

a) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara
lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian,
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi
(SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), ljin Mendirikan
Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan
Tanah dan sebagainya.

b) Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan
telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c) Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk
jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diataati oleh pemberi dan
atau penerima pelayanan. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun
2012, meliputi:
1) Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengadaan.

2) Waktu penyelesaian
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Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3) Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam
proses pemberian pelayanan.

4) Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

5) Sarana dan prasarana
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku
yang dibutuhkan.

2.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service)

2.3.1 Pengertian One Stop Service

One Stop Service (OSS) atau biasa dikenal dengan pelayanan terpadu satu
pintu merupakan salah satu model penyelenggara pelayanan publik yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan
dilayani melalui satu pintu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97
tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service)
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu. Tujuan One Stop Service ini untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih

luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
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Penerapan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) merupakan salah satu
bentuk usaha dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik yang lebih
efektif dan efisien karena dapat di proses secara paralel, karena baik secara
administratif maupun teknis diselenggarakan dalam satu pintu. Untuk itu
petugas front office melayani urusan administratif, sedangkan back office
melayani urusan-urusan teknis. Program ini merupakan bentuk nyata
usaha pemerintah dalam mempermudah dan mempercepat alur pelayanan
kesehatan. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pindu yang baik, maka
pemerintah dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan

memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.

Jenis-Jenis One Stop Service

Menurut Bent dalam Rusli (2013) ada tiga jenis model one-stop service

atau one-stop government berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi

model-mode sebagai berikut:

a) Model First-Stop
Model pelayanan ini berisi pelayanan informasi yang memandu
masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan publik yang
dibutuhkannya.

b) Model Convenience Store
Berbagai jenis transaksi pelayanan dilokasikan di satu kantor atau
mungkin di satu situs internet. Dengan model pelayanan ini, akan
memuaskan kebutuhan semua masyarakat. Model pelayanan seperti ini
biasanya dilakukan di tingkat pemerintah lokal yang terdesentralisasi
dan integrasi pelayanan masih dalam satu juridiksi. Jenis-jenis
pelayanan yang dapat menggunakan mode pelayanan ini adalah
pelayanan administratif yang tidak terlalu kompleks serta tidak
membutuhkan pengetahuan dan waktu yang banyak.

c) Model True One-Stop
Model pelayanan ini mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dan
melibatkan berbagai kewenangan. Mode pelayanan ini digunakan

untuk jenis-jenis pelayanan yang cukup kompleks.
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2.3.3 Media Dalam Pelaksanaan One Stop Service

Media yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
model One Stop Service memiliki beberapa alternatif menurut Kubicek dan
Hagen dalam Rusli (2013) yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi fisik kantor, yaitu dengan menyediakan satu bangunan
perkantoran atau lembaga dimana masyarakat memperoleh pelayanan
langsung secara tatap muka, yang didukung oleh adanya bagian front-
line dan bagian back office.

2. Internet atau website, yaitu pelaksanaan transaksi pelayanan dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni
melalui media internet atau website. Situs pelayanan publik ini dapat
diakses oleh masyarakat dari rumah, kantor ataupun tempat-tempat
umum

3. Kios-kios pelayanan (one-stop kios) yaitu media pelayanan mandiri
berupa kios-kios dimana masyarakat atau pelanggan dapat
memperoleh pelayanan publik secara otomatis termasuk melakukan
transaksi pembayaran. Model pelayanan ini juga mengintegrasikan
berbagai jenis pelayanan dari berbagai institusi pemerintah yang dapat
dibangun di berbagai lokasi sehingga memudahkan masyarakat untuk
mengaksesnya.

4. Pusat informasi (call center), yakni aplikasi atau penggunaan telepon
untuk menyampaikan informasi tentang pelayanan publik atau bahkan
juga transaksi.

Media One Stop Service yang akan di teliti ialah pelayanan yang dilakukan

melalui internet secara elektronik atau biasa disebut E-government, dengan

memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan secara terpadu
kepada masyarakat. Salah satu tujuan dari Penerapan E-government adalah
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan

teknologi dan informasi (Azmi & Asmarianti, 2019).
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Dalam mengelola model pelayanan publik seperti One Stop Service
menurut Kubicek dan Hagen ada beberapa aspek yang perlu
dipertimbangkan yaitu aspek koordinasi antar institusi pemerintah pemberi
pelayanan, aspek hukum, teknologi, sumber daya manusia dan
pengganggaran. Dengan kata lain pengembangan model pelayanan publik
yang berorientasi kepada pelanggan harus memperhatikan kapasitas
kelembagaan dan kewenangan, sistem dan etika pelayanan, prasarana fisik
pelayanan, dan kapasitas SDM dan memberikan insentif

2.3.4 Perizinan

Menurut Sjachran Basah dalam Sutedi (2015) Izin diartikan perbuatan
hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan
dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan rosedur sebagaimana
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
pengertian izin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah, izin diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya

seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan menurut Sutedi (2015) adalah salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan
dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kota dan
izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau
diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang
bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan. Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 angka 9 mengaskan perizinan
adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar Usaha.
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Berdasarkan pengertian diatas maka disimpulkan bahwa perizinan
merupakan suatu peraturan yang dimiliki pemerintah sebagai pengendalian
kegiatan masyarakat dalam bentuk dokumen berupa bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

2.3.5 Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang telah berkembang dengan sangat
pesat, banyak dimnfaatkan negara untuk melakukan pekerjaan yang bisa
dikerjakan secara cepat dan praktis sehingga mampu menghemat waktu dan
biaya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini memungkinkan
berbagai pelayanan yang dapat dikemas dalam suatu program (software)
tertentu yang memiliki kemampuan proses data dengan cepat dan
keakuratan yang sangat tingi, sehingga mampu memperpendek interval
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai suatu pekerjaan
Suaendi, dkk (2015).

Pemanfataan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah mengadopsi
layanan berupa elektronik yang berkaitan erat dengan E-government,.
Layanan elektronik (e-service) merupakan layanan yang menggunakan
elektronik, dimana pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya
pelayanan menggunakan mekanisme manual beralih menjadi mekanisme
elektronik. e-service bertujuan untuk pelayanan yang lebih baik, lebih cepat
dan lebih transparan, dan interaksi pengguna layanan yang menjadi lebih
baik (Saanen et al. dalam Rahmat, 2020)

Pelaksanaan layanan elektronik (E-service) di Indonesia dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi
secara elektronik. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan
atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota

kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
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Manfaat OSS tertulis dalam Kementrian koordinator bidang perekonomian

republik Indonesia meliputi :

a.

Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat
untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi,lingkungan, dan bangunan),
izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasiona; usaha
di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan
komitmen persyaratan izin.

Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder
dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.

Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan
masalah perizinan dalam satu tempat.

Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu
identitas berusaha (NIB).

OSS merupakan salah satu bentuk layananan berupa elektronik (e-service).

E-Service berkaitan erat dengan OSS, OSS merupakan sistem online yang

diterapkan pada pelayanan perizinan. OSS bertujuan untuk memudahkan

masyarakat untuk pengurusan perizinan.



11l METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Review ini menggunakan pendekatan scoping review dengan menggunakan
metode Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses
atau biasa disebut PRISMA, metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi
langkah-langkah menyusun protokol penelitian. Desain penelitian scoping
review dipilih karena sumber referensi yang peneliti gunakan bervariatif
berasal dari artikel jurnal dan official websites. Review jenis ini akan
memperhatikan sifat, fitur dan isi dari literatur. Scoping review adalah
penilaian awal ukuran potensial dan ruang lingkup literatur penelitian yang
tersedia serta mengidentifikasi sifat dan tingkat bukti penelitian (Chinnery et
al., 2017). Studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis bukti yang
tersedia sesuai dengan topik yang didiskusikan, mencari gambaran bagaimana
penelitian dilaksanakan pada topik atau bidang tertentu, untuk
mengidentifikasi karakteristik atau faktor kunci yang terkait dengan suatu
konsep (Munn et al., 2018).

Menurut Arksey & O’Malley Scoping review merupakan Scoping review
merupakan tinjauan sistematis yang dapat digunakan untuk menafsirkan
temuan berdasarkan bukti untuk memetakan konsep yang mendasari area
penelitian, sumber bukti, dan jenis bukti yang tersedia. Scoping review
bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah
ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber artikel penelitian serupa
lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. Scoping review dapat
digunakan untuk mengidentifikasi area topik untuk tinjauan sistematis di masa
mendatang. Tinjauan sistematis, di sisi lain, digunakan untuk menjawab

pertanyaan yang lebih spesifik, berdasarkan kriteria minat tertentu (yaitu
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populasi, intervensi, hasil, dll.), scoping dapat dilihat sebagai latihan yang

menghasilkan hipotesis (Tricco et al., 2016)

3.2 Kriteria Kelayakan (Eligbility criteria)

Dalam penelitian ini jenis papers yang akan digunakan memiliki beberapa
Kriteria, yakni: 1) semua penelitian E-government dan One Stop Service yang
menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif; 2) informasi singkat
yang menjelaskan pengembangan, penyebaran, pelaksanaan ataupun
penerapan penelitian E-government dalam One Stop Service; 3) pedoman
untuk menginformasikan penelitian E-government dalam pelaksanaan One
Stop Service (yang dapat mencakup latar belakang masalah, teori yang
digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang akurat dan di peroleh dengan
menggunakan metode eksplisit); dan, 4) studi yang menilai kualitas penelitian
dan potensi sumber bias dalam penelitian E-government dalam pelaksanaan
One Stop Service. Hal ini bertujuan untuk memetakan dengan cepat konsep-
konsep kunci yang mendasari penelitian dan sumber utama serta jenis bukti
yang tersedia, dan dapat digunakan untuk menidentifikasi berbagai persoalan

yang menyakut konsep secara komprehensif.

Menurut Levac, Colquhoun, and O’Brien tahapan-tahapan dalam scoping
review, vaitu: 1) mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan
mengklarifikasi dan menghubungkan tujuan dan pertanyaan penelitian, 2)
mengidentifikasi studi yang relevan dengan menyeimbangkan kelayakan
dengan keluasan dan kelengkapan, 3) seleksi literatur menggunakan
pendekatan iterative untuk mempelajari pemilihan dan data ekstraksi yang
menyesuaikan dengan topik penelitian, 4) bagan data yang menggabungkan
ringkasan karakteristik studi dan analisis tematik kualitatif, 5) menyusun,
meringkas dan melaporkan hasil analisis literatur, dan 6) konsultasi kepada
pihak kompeten, yang merupakan langkah opsional dan dapat diadopsi sebagai

komponen wajib dari scoping review (Tricco et al, 2016).
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3.3 Sumber Informasi dan Strategi Pencarian

3.3.1

3.3.2

Sumber Literatur

Pencarian sumber literatur pada tahap ini, peneliti menggunakan artikel
beberapa database dan beberapa sumber untuk mencari grey literature. Ada
beberapa tahapan yang digunakan dalam mengidentifikasi studi yang
relevan dalam (Nurhayati, Astuti & Fitriahadi, 2020) yaitu sebagai berikut:
a) Database
Menggunakan database dalam scoping review pada penelitian ini karena
untuk melihat kredibititas yang lebih bagus selain itu menjaga kualitas
pada literatur yang akan diambil. Adapun database yang digunakan yaitu
Onesearch.id, Neliti.com, E-resources.perpusnas.go,id dan
ResearchGate.
b) Grey literature
Spesifikasi website grey literature untuk mengindeks literatur yang
terkait dengan penelitian, sela in itu mencari beberapa sumber sampai
jenuh sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang didapatkan.
Adapun gray literature yang digunakan yaitu Google scholar, United

Nations (E-government), dan Perundang-Undangan.

Strategi Pencarian

Strategi pencarian, peneliti menggunakan Framework Population,

Intervention, Comparation, Outcome, dan Study design PICO(S) sebagai

strategi dalam mengelola dan memecahkan fokus review dalam (Wikia,

2018) sebagai berikut :

1. Problem / population, masalah yang akan di analisis atau populasi.

2. Intervention, tindakan vyang dilakukan atau suatu tindakan
penatalaksanaan terhadap kasus perorangan serta pemaparan tentang
penatalaksanaan.

3. Comparation, penatalaksanaan yang digunakan sebagai pembanding.

4. Outcome, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian.
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5. Study design, (opsional) menjadi pembatas atau digunakan selama

tinjauan hasil. Digunakan untuk mempermudah dalam penelitian yang

terkait dengan area penlitian, dan hubungan antar berbagai bukti.

Penggunaan PICO(S) akan membantu dalam mengidentifikasi konsep-

konsep kunci dalam fokus review, mengembangkan istilah pencarian yang

sesuai untuk menggambarkan masalah, dan menentukan kriteria inklusi dan

eksklusi. Fokus pencarian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif.

Berikut Framework PICO(S) dalam penelitian E-government dalam

pelaksanaan one stop service secara virtual pada pelayanan perizinan di

Pemerintah Daerah.

Tabel 3. Framework PICO(S)

Population
and Problem

E-government, Digital government

Intervention

One stop service, Pelayanan terpadu satu pintu,
Pelayanan terpadu, Pelayanan perizinan

Comparation | Online, Virtual
Outcome or Pelaksanaan, Implementasi, Penerapan, Strategi, Hambatan
Themes

Semua artikel yang berkaitan dengan E-government dalam
Study Design | pelaksanaan One Stop Service secara online pada

pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

3.4 Seleksi Literatur

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan terhadap literatur yang diperoleh

dari berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan kata

kunci yang telah ditetapkan. Judul dan abstrak awalnya akan disaring oleh

peneliti. Peneliti mungkin pada tahap ini perlu membuat kriteria inklusi dan

eksklusi dan menyempurnakan pencarian. Jika judul sesuai dengan tujuan

review maka abstrak akan terbaca. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan

peneliti akan berkonsultasi. Literatur yang didapat akan dipilih sesuai dengan

kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Kriteria Inklusi merupakan
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penjelasan dari faktor yang dipilih penulis untuk memasukkan artikel untuk
dilakukan review. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan penjelsan faktor
penulis untuk memutuskan bahwa artikel dalam pencarian tidak termasuk
dalam artikel yang akan direview (Ulhaq, dkk. 2020).

Tabel 4. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi Scoping Review

Kriteria Inklusi Eksklusi
Population and E-government di Indonesia E-government selain di
Problem Indonesia

One stop service pada One stop service selain
Intervention pelayanan perizinan di pelayanan perizinan di
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Pelayanan dilakukan
secara langsung atau face
to face.

Pelaksanaan lain, selain
one stop service pada
pelayanan perizinan yang

Pelayanan dilakukan secara

Comparation . ;
P online atau virtual

Pelaksanaan one stp service

Outcome and pada pelayanan perizinan

Themes

yang dilakukan dilakukan.
Original article, qualitative | Artikel review, buku,
Study Design and research, ran@omized qqantitative researc_h and
Publication type cor_ltrol and trial, (_jan mix mt_athod, dan _artlkel
artikel yang berkaitan yang tidak berkaitan
dengan judul penelitian dengan judul penelitian
Publication years Post. 2015-2021 Pre. 2015-2021
Bahasa lainnya selain
Language Indonesia dan Inggris bahasa Indonesia dan
Inggris

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

PRISMA Flowchart digunakan untuk mengambarkan secara detail dan
transparan proses identifikasi literatur PRISMA. PRISMA merupakan
Preferred Reporting Items for Systemtic review and Meta-Analyses,
dikembangkan untuk membantu penulis dalam melaporkan seleksi literatur.
PRISMA dinilai tepat digunakan, karena dalam penggunaanya dapat
meningkatkan kualitas pelaporan publikasi (Peters et al., 2015).

Adapun keywords yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu E-government
OR Digital government AND Pelaksanaan OR Implementasi OR Penerapan
OR Strategi OR Hambatan AND One Stop Service OR Pelayanan Terpadu
Satu Pintu OR Pelayanan Terpadu OR Pelayanan Perizinan AND Online OR
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Virtual AND Pelayanan Perizinan AND Pemerintah Daerah AND Semua
artikel yang berkaitan dengan E-government dalam pelaksanaan One Stop
Service secara online pada pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah.
Keywords ini digunakan untuk mencari artikel, jurnal, dan skripsi yang
berkaitan dengan pembahasan peneliti dan kemudian di seleksi menggunakan
PRSIMA Flowchart. Dalam PRISMA Flowchart mencantumkan detail jumlah
literatur yang di identifikasi dari hasil pencarian, proses penyaringan, jumlah
penelitian yang memenuhi kriteria kelayakan, dan jumlah penelitian yang akan
diikutsertakan untuk tinjauan menyeluruh sehingga akan memperoleh hasil
penelitian yang berkualitas. Untuk menggambarkan hasil pencarian melalui
PRISMA Flowchart dapat dilakukan sebagai berikut:



Database Jurnal yang digunakan
dalam pencarian pustaka :

Jumlah artikel yang terjaring
di awal pencarian:

) Eksklusi (n=.....)
(n=..... artikel) o
Partisipan:
I i Intervensi:
Jumlah artikel yang sesuai
yang Outcome:
berdasarkan
abstrak :
(n =..... artikel) Eksklusi (n=.....)
I Partisipan:
- ) Intervensi:
Jumlah artikel yang dapat diakses
fulltext dan eligible: Outcome:

(n=..... artikel)

Jumlah artikel yang disintesis
danmemenubhi critical
appraisal :

(n=..... artikel)

Gambar 3. Diagram PRISMA Flowchart
(Sumber: Ningtyias, 2020)

3.5 Item Data dan Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data atau pengukuran informasi mengenai konsep-
konsep yang diminati, dilakukan secara sistematis yang nantinya dapat
menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, menguji hipotesis atau
menghasilkan hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Dalam proses pengumpulan

data peneliti melakukan skrining dimana artikel teks lengkap akan disaring
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oleh peneliti secara independen. Formulir bagan akan digunakan untuk
mengelola dokumentasi data yang diekstraksi dari studi yang disertakan.
Formulir bagan akan menyertakan kriteria inklusi dan penjelasan mengapa
studi dimasukkan atau dikecualikan pada tahap ini dalam proses. Jika ada
kekeliruan atau kebingungan dari peneliti, peneliti akan berkonsultasi sampai

konsensus tercapai.

Studi yang memenuhi kriteria inklusi akan di evaluasi kritis menggunakan
Peneliti melakukan pengkajian menggunakan desain penelitian qualitative,
critical appraisal pada literatur yang telah dieliminasi dari kreteria inklusi.
Pengkajian kualitas studi menggunakan critical appraisal checklist for
analytical cross sectional dan critical apprasial checklist for qualitative
research panduan Joanna Briggs Institute Appraisal Tools. Kualitas
metodologi akan dinilai dengan sedang jika memenuhi kriteria 6-8 dan kriteria
tinggi 9-10 dari daftar periksa critical appraisal. Untuk memungkinkan
ulangan oleh orang lain/ duplikasi, tingkatkan keandalan temuan dan akurasi
metodologis ini akan didokumentasikan menggunakan Item Pelaporan Pilihan
untuk Tinjauan Sistematis dan Analisis Meta (PRISMA) (Stenberg et al,
2018).

Sintesis

Scoping review ini di sintesis dengan mengelompokkan data-data hasil
ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan
penelitian. Sintesis tersebut mencakup analisis kualitatif (yaitu, analisis isi)
dari komponen tujuan penelitian, dan hasil dari E-government dan One Stop
Service dalam pelaksanaannya secara online pada pelayanan perizinan di
pemerintah daerah. Untuk analisis hasil penelitian, hasil yang diberikan oleh
peneliti dibandingkan dengan tujuan penelitian dari scoping review yang
dilaporkan dalam penelitian. Item dianalisis secara independen dan kemudian
dibandingkan oleh peneliti, berdasarkan berapa banyak komponen yang cocok

dalam penelitian tersebut.
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Sintesis ini dilakukan melalui tiga fase pendekatan untuk menyusun,
meringkas, dan melaporkan hasil. Pertama, analisis numerik deskriptif
disediakan yang mencakup jumlah artikel, tahun publikasi, dan jenis studi.
Kedua, kekuatan dan kelemahan dalam literatur yang diidentifikasi melalui
analisis tematik dari studi yang disertakan dalam laporan. Fase akhir tahap ini
adalah peninjauan implikasi temuan dalam kaitannya dengan penelitian,
praktik dan kebijakan dimasa.

Peneliti akan melakukan sintesis mapping/ scoping menggunakan metodologi
induktif seperti memetakan karakterisik dari penelitian yang terindikasi.
Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip
analisis tematik seperti yang disajikan oleh Braun dan Clarke. Analisis tematik
adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola
dalam data dan memiliki metodologi kualitatif. Ini memungkinkan sejumlah
besar data dan dapat menyoroti perbedaan dan persamaan di seluruh kumpulan
data. Tema akan diidentifikasi pada tingkat semantik dari teks tertulis. Untuk
menjaga kualitas dan kepercayaan setiap tahap analisis data akan disajikan
dalam sebuah tabel. Temuan akan disajikan di bawah judul tematik
menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan deskripsi poin-
poin penting. Selanjutnya, tabel rinci akan menyajikan: (a) penulis, (b)
distribusi geografis studi, (c) tahun publikasi, (d) intervensi disajikan, (e)
populasi dan sampel, (f) pengalaman yang dilaporkan, hasil dan temuan utama

dan (g) metodologi penelitian (Stenberg et al, 2018).

Konsultasi

Konsultasi adalah tahap opsional dalam scoping review namun, karena itu
menambah ketelitian metodologis itu akan digunakan peneliti. Konsultasi akan
dilakukan ketika hasil awal disusun dalam bagan dan tabel (tahap 5) pada
scoping review. Pemangku kepentingan dari penelitian ini ialah dosen
pembimbing peneliti akan diberikan gambaran umum tentang hasil awal.

Tujuan konsultasi adalah untuk meningkatkan validitas hasil stud



V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan hasil review yang dilakukan dalam penelitian ini,

peneliti dapat menyimpulkan yaitu:

a) Penerapan E-government dalam pelaksanaan One Stop Service secara
online pada pelayanan perizinan di pemerintah daerah, secara keseluruhan
belum bisa berjalan secara maksimal terutama di daerah tertinggal yang
berada di pedalaman dan perbatasan. Hal itu terbukti dengan masih belum
maksimalnya infrastruktur penunjang TIK pada pelaksanaan perizinan
online, banyak sumber daya manusia didaerah yang belum memenuhi
syarat secara kemampuan dan kompetensi dalam mengoperasikan TIK,
dan alokasi anggaran yang masih belum maksimal dalam penyerapaanya
serta dibeberapa daerah yang masih mengalami kesulitan dalam
memperoleh anggaran. Namun tidak hanya aspek yang bernilai negatif
yang mengurangi keoptimalan penerapan E-government, juga terdapat
aspek yang bernilai positif seperti komunikasi yang sudah berjalan lancar
ditandai dengan sarana interaksi yang memadai dalam penyediaan
layanan, SOP dalam penerapan E-government berpedoman pada PP No.
24 Tahun 2018 sudah memiliki payung hukum yang cukup kuat serta
pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan sudah
terstruktur dengan baik.

Berdasarkan hasil dari beberapa temuan tersebut memiliki keterkaitan
dengan teori menurut Ali Rokhman ada tiga tantangan dan hambatan
dalam penerapan E-government: (1) Peopleware, dimana kemampuan
sumber daya manusia sebagai para penyelenggara dalam menggunakan
internet masih sangat terbatas. (2) Hardware, yakni berkaitan dengan

teknologi dan infrastruktur. Terbatasanya hardware dan software, serta
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jaringan internet yang masih sedikit dan belum merata. (3) Organoware,
hambatan dalam aspek organisasi. Dimana tidak fleksibelnya struktur
organisasi dan tatakerja birokrasi. Berdasarkan hasil temuan dan teori
tersebut, dalam penerapan E-government yang harus direncanakan dan
dipersiapkan secara matang oleh penyelengara kebijakan yaitu kualitas
sumber daya manusia, kesiapan teknologi dan infrastruktur, alokasi
anggaran, struktur organisasi dan tatakerja dalam organisasi.

b) Hambatan dalam penerapan E-government pada pelaksanaan OSS secara
online pada pelayanan perizinan di pemerintah daerah memunculkan
temuan adanya disparitas kecakapan digital dimasyarakat, hal ini sejalan
dengan hambatan yang terjadi pada penerapan E-government di negara-
negara berkembang. Kecakapan digital masyarakat yang baik adalah
orang-orang yang telah memperoleh keterampilan penggunaan digital. Hal
ini ditandai dengan produktivitas, pengembangan diri dan penggunaan
digital untuk memecahkan masalah. Tingkat ideal ini tentu banyak
dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat
ini. Alih-alih  mendukung produktivitas, pengembangan diri, dan
pembangunan ditengah masyarakat, teknologi digital justru menjadi
sumber masalah baru bagi kelompok masyarakat yang tidak siap
bertransformasi dan belum mengoptimalkan tingkat kecakapan digitalnya.
Hal tersebut sangat mempengaruhi penerapan E-government di Indonesia
sehingga kecakapan digital dimasyarakat perlu mendapatkan perhatian
lebih dari pemerintah karena akan berimpikasi pada kebijakan yang akan
dilaksanakan pemerintah selanjutnya. Ditambah sosialisasi yang belum
dilakukan secara merata menyulitkan masyarakat untuk memahami
penggunaan pelayanan secara digital (E-government), akses jaringan
internet belum sepenuhnya mendukung di beberapa kawasan tertentu
(terutama Indonesia bagian timur dan daerah pelosok yang akses jaringan
internetnya masih sulit), serta sistem pelayanan perizinan online ini masih
pada tahap transisi menimbulkan masih banyak kekurangan yang harus

dikontrol dan diperbaiki.
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c) Dalam rangka mengoptimalisasi penerapan E-government dalam

pelaksanaan pelayanan perizinan secara online sebaiknya pemerintah

daerah menerapkan startegi yang telah dibuat berdasarkan hasil review

dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Strategi

yang diberikan yaitu:

1.

5.2 Saran

Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam
menerapkan E-government perizinan online

Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur
TIK yang tersedia

Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat terkait E-
government perizinan online;

Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK
Menambah dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki

Pengembangan Standard Operational Procedur (SOP) dan regulasi
pelayanan perizinan online

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan E-

government

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan temuan dan hasil review

sebagai berikut:

a) Diperlukan pemerataan dalam penyediaan akses jaringan internet di

seluruh daerah terutama pada daerah pedalaman dan perbatasan yang

masih sulit dalam mengakses internet, perlu adanya pemerataan dari

pemerintah pusat dalam segi fasilitas, anggaran dan SDM yang

berkompeten di seluruh daerah agar agar penerapan E-government bisa

dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia dan pelaksanaan

pelayanan perizinan online bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya

kesenjangan antar daerah.
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b) Kecakapan digital merupakan hal penting yang perlu diperhatikan
pemerintah karena akan berimpikasi pada kebijakan yang akan di
laksanakan pemerintah selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya
untuk mendorong perbaikan kualitas kecakapan digital dengan cara
memberdayakan masyarakat untuk mencapai literasi digital yang baik,
sebagai upaya yang krusial untuk mempersiapkan transformasi digital di
Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas kecakapan digital tersebut,
pemerintah bisa melakukannya dengan cara mengenalkan literasi digital
kepada masyarakat, bisa dilakukan dengan mengadakan workshop/
seminar secara berkala, mengedukasi melalui video pendek yang
dipublikasi dimedia sosial dan memberikan pemahaman melalui pamflet,

buku, spanduk tentang literasi digital.

c) Bagi penelitian selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut tentang analisis
keterlibatan stakeholder dalam pengembangan E-government dan
menganalisis perilaku masyarakat dalam kecakapan digital melalui

scoping review.
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